RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR ........ TAHUN ......
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA

BUPATI BANYUWANGI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaima na telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, perlu membentuk  Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

W



6.

0.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali ctiubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2025 -2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengedalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun
2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun
2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 6);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Menetapkan

DAN
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dcngan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;

Pemerin tah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Banyuwangi;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banyuwangi;

Perangkat Dacrah adalah  Perangkat  Daerah  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;

Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5
(lima) tahun lerhilung sejak tahun 2025 sampai dengan
lahun 2029;

Perencanaan adalah sualu proses untuk menen tukan
tindakan masa depan yang tepal, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya
daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah;

9. RencanaKcrja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi untuk
periode 1 (satu) tahun;
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10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk
periode 5 (lima) tahun;

11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan;

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi;

13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi clan misi;

14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Dacrah untuk mencapai tujuan dan sasaran;

16. Kegiatan adalah sekumpulan Tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi
dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output),
dalam bentuk barang dan jasa;

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN
adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025
sampai dengan Tahun 2029;

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20
{dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
dengan tahun 2045.

Pasal 2

(HRPIMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah clan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat
Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 {lima) tahun yang disusun
dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang
Wilayah,danRPJMN.
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(2)RPIMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh  komponen pelaku
pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan
daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

() RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan

Renstra PD, RKPD, Rencana Kerja PD, dan perencanaan
penganggaran  dan sebagai instrumen  evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dacrah;
RPJIMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan pcmbangunan nasional, provmsl dan
kabu paten sekitar yang berbatasan.

BABII
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1)Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai
dengan sistematika sebagai berikut :

a. BABI Pendahuluan;
b .BABII Gambaran umum dacrah;
BABIII Visi, Misi, dan Program Prioritas
Pembangunan Daerah;
BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
c. BABV Penutup.

(2)Penjabaran lebih lanjut atas RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan
daerah ini



Pasal 5

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat {1)

menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

Dalam rangka efektivitas, perubahan RPIMD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak
dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD
kurang dari 3 {tiga) tahun.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dima.ksud pada

ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam,

goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya,
gangguan kea.manan, pemekaran Daerah, atau perubahan
kebija.kan nasional.

Pasal 6
Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam
RPJMD bersifat indikatif.
Perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi
pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD dituangkan dalam
RKPD.

BABIII
PENGENDALIAN DANEVALUASI
Pasal 7

Bupati mclalui perangkat daerah yang tugas pokok dan
fungsinya bertanggung jawab dalam bidang perencanaan
pembangunan daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan RP,JMD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai
dengan kctentuan peraturan perundang-undangan



BABIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah  yang  ditetapkan
berdasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, tetap
berlalru sampai dengan masa perencanaannya selesai.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD
transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD
Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati terpilih

BABY
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor
2). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan daerah ml mulai berla.ku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui nya , memerintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUWANGI,

GUNTUR PRIAMBODO



